
 

 

 
 

 
 

WALIKOTA PAREPARE 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE 

NOMOR 18 TAHUN 2020 
 

TENTANG 
 

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN  

PENDANAAN KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 WALIKOTA PAREPARE 
 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang 

Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun 
Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Walikota 

Parepare tentang Penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) 
Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

 
2.   Undang-Undang   Nomor   17   Tahun   2003   tentang 

Keuangan  Negara  (Lembaran  Negara  Republik 

Indonesia  Tahun  2003  Nomor  47,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 
3.  Undang-Undang   Nomor    12   Tahun  2011    tentang 

Pembentukan       Peraturan       Perundang-undangan 

(Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2011 
Nomor   82,   Tambahan   Lembaran  Negara   

RepublikIndonesia Nomor 5234) sebagimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

 
4.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014  Nomor 244,  Tambahan 
Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan   
Undang-Undang    Nomor   9   Tahun 2015 tentang   
Perubahan   Kedua   atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang   Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara    Republik   Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan  

Pemerintahan  Daerah (Lembaran  Negara Republik  
Indonesia Tahun  2017 Nomor  73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

 
 6. Peraturan ............... 

SALINAN 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Inodnesia Tahun 
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6206); 

 
7.  Peraturan    Pemerintah   Nomor 12 Tahun   2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun  2019 Nomor  42, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6322); 

 
8.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri   Nomor   13   Tahun 

2006 tentang    Pedoman   Pengelolaan   Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  21  

Tahun  2011  tentang  Perubahan  Kedua atas  Peraturan  
Menteri   Dalam  Negeri   Nomor   13 Tahun     2006     

tentang     Pedoman     Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
310); 

 
9.  Peraturan Menteri  Dalam Negeri  Nomor  130  Tahun 

2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan 
Prasarana   Kelurahan    dan   Pemberdayaan Masyarakat 
di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 139); 
 

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana 
Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46); 
 

11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota 
Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 

Nomor 13); 
 

12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2019 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 

2019 Nomor 5); 
 

13. Peraturan Walikota Parepare Nomor 43 Tahun 2019 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota 

Parepare Tahun 2019 Nomor 43). 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan   : PERATURAN WALIKOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN 
DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN 

KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal  1 
 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1.   Daerah adalah Kota Parepare. 

2.   Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3.   Walikota adalah Walikota Parepare. 
4.   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat  DPRD adalah  Dewan Perwakilan  Rakyat 

Daerah Kota Parepare. 
 5.Sekretaris ..................... 
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5. Sekretaris  Daerah  adalah  Sekretaris  Daerah  Kota 
Parepare. 

6.   Perangkat Daerah adalah unsur  pembantu  Walikota dan 
DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah. 

7.   Kecamatan  adalah bagian wilayah dari kota yang 
dipimpin oleh camat. 

8.   Camat adalah Kepala Kecamatan yang berkedudukan  di   
bawah  dan  bertanggung jawab kepada Walikota melalui 

Sekretaris Daerah. 
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai 

perangkat Kecamatan. 

10. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang disebut lurah 
selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab 

kepada Camat. 
11. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain  adalah 

lembaga  yang   dibentuk   oleh  masyarakat   sesuai 
dengan  kebutuhan   dan  merupakan  mitra  lurah 
dalam memberdayakan masyarakat. 

12. Kegiatan   adalah   bagian  dari    program  yang 
dilaksanakan oleh satu  atau  lebih   unit kerja pada 

SKPD    sebagai   bagian   dari   pencapaian   sasaran 
terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan   

tindakan   pengerahan   sumber   daya baik  yang  
berupa  sumber  daya  manusia,  barang modal termasuk 
peralatan dan teknologi, dana,  atau kombinasi   dari     

beberapa   atau   kesemua  jenis sumber   daya   tersebut   
sebagai  masukan   (input) untuk menghasilkan keluaran 

(output)  dalam bentuk barang/jasa. 
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah yang 

selanjutnya  disingkat  APBD  adalah  rencana keuangan  
tahunan  daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

14. Dana Alokasi Umum Tambahan  yang selanjutnya 
disingkat  DAU  Tambahan  adalah  dukungan 

pendanaan    bagi   Kelurahan    di    kabupaten/kota 
untuk     kegiatan    pembangunan    sarana     dan 

prasarana   Kelurahan    dan   pemberdayaan masyarakat 
di Kelurahan. 

15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah 
yang  ditentukan oleh Walikota  untuk  menampung 

seluruh  penerimaan daerah  dan  membayar seluruh  
pengeluaran  daerah pada bank yang ditetapkan. 

16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya  
disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja  pengelola 
keuangan  daerah  yang selanjutnya disebut  dengan  

Kepala SKPKD yang mempunyai tugas    melaksanakan    
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara 

umum daerah. 
17. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya 

disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh 
pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan 
Kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan 

permintaan pembayaran 
18. Bendahara     Umum    Daerah     yang     selanjutnya 

disingkat BUD  adalah PPKD  yang bertindak dalam 
kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 

 
 
 

19. Kuasa .............. 



 

19. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat 

yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian 
kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan 

fungsi SKPD. 
20. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat 

PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ 
KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan 

tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran 
anggaran be1anja negara/anggaran belanja daerah. 

21. Pejabat  Penatausahaan Keuangan  Pembantu yang 

selanjutnya    disingkat   PPK    Pembantu    adalah 
pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan 

pada SKPD. 
22. Bendahara  Penerimaan adalah  pejabat  fungsional 

yangditunjukmenerima,menyimpan, membayarkan, 
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 
untuk keperluan belanja  daerah  dalam  rangka  

pelaksanaan  APBD pada SKPD. 
23. Bendahara  Pengeluaran adalah  pejabat  fungsional 

yangditunjukmenerima,menyimpan, membayarkan, 
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 

untuk keperluan belanja  daerah  dalam  rangka  
pelaksanaan  APBD pada SKPD. 

24. Surat      Permintaan     Pembayaran     Ganti     Uang 

Persediaan   yang   selenjutnya    disingkat   SPP-GU 
adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara 

pengeluaran untuk permintaan pengganti uang 
persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan 

pembayaran langsung. 
25. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang 

Persediaan   yang   selanjutnya  disingkat   SPP-TU 

adalah dokumer yang diajukan oleh bendahara 
pengeluaran untuk permintaan tambahan uang 

persediaan guna melaksanakan Kegiatan SKPD yang 
bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk 

pembayaran langsung dan uang persediaan. 
26. Surat  Permintaan  Pembayaran  Langsung yang 

selanjutnya disingkat SPP-LS  adalah dokumen yang 

diajukan  oleh  bendahara  pengeluaran  untuk 
permintaan   pembayaran   langsung  kepada  pihak 

ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat 
perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan 

jumlah, penerimaan, peruntukan, dan waktu 
pembayaran  tertentu  yang  dokumennya  disiapkan oleh 
PPK. 

27. Surat Perintah  Membayar yang selanjutnya disingkat 
SPM adalah dokumenyangdigunakan/diterbitkanoleh 

pengguna anggaran/kuasa pengguna  anggaran   untuk 
penerbitan  Surat   Perintah   Pencairan  Dana   atas 

beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
SKPD. 

28. Surat   Perintah  Pencairan  Dana  yang  selanjutnya 

disingkat SP2D  adalah dokumen yang digunakan 
sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD 

berdasarkan SPM. 
29. Sisa Lebih  Perhitungan  Anggaran yang selanjutnya 

disingkat SiLPA adalah selisih lebih  realisasi 
penerimaandan  pengeluaran  anggaran  selama satu 
periode anggaran. 

 
 

 
 

30.Pemberdayaan ............. 



 

-5- 
 

30. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu  strategi yang 

digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai 
upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. 
 

BAB II 
KEGIATAN 

 
Pasal 2 

 
Peraturan Walikota ini mengatur kegiatan: 

 a. pembangunan  sarana  dan  prasarana  Kelurahan;dan 
 b. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. 
 

Pasal 3 
 
(1) Kegiatan pembangunan   sarana   dan   prasarana Kelurahan  sebagaimana  

dimaksud  dalam  Pasal  2 huruf  a  digunakan  untuk  membiayai  
pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya 

kualitas hidup masyarakat. 
 
(2) Kegiatan pembangunan   sarana   dan   prasarana Kelurahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. pengadaan, pembangunan, pengemban gan dan pemeliharaan 

saranadan prasarana lingkungan pemukiman; 
b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 

prasarana transportasi; 

c.  pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana  
prasarana  kesehatan; dan/atau 

d. pengadaan,  pembangunan,   pengembangan  danpemeliharaan sarana  
prasarana  pendidikan dan kebudayaan. 

 
Pasal 4 

 
(1)  Pengadaan,    pembangunan,    pengembangan,    dan pemeliharaan sarana 

dan   prasarana lingkungan pemukiman  sebagaimana  dimaksud  dalam  
Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi: 

a.   jaringan   air    minum/pipanisasi/Hippam/sumur bor; 
b. pavingisasi/gorong-gorong/saluran air/selokan/drainase lingkungan 

dengan lebar tidak lebih  dari 50 (lima puluh) centimeter 
c. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah/Tempat 

Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)/Tempat Pembuangan Sampah 

Sementara(TPS); 
d.   sumur resapan; 

e.   jaringan  pengelolaan air limbah  domestik skala pemukiman; 
f.   alat pemadam api ringan; 

g.   pompa kebakaran portabel; 
h.   penerangan lingkungan pemukiman; 
1.   bedah rumah tidak layak huni; dan/ atau 

j.    pagar makam; 
k.   balai lingkungan/ RW; 

1.   tempat peribadatan; 
m.  pemeliharaan/peningkatan jalan dan drainase; 

n.   pemeliharaan tembok  penahanair/talud/bronjong/plengsengan; 
o. pembangunan/pemeliharaanjaringan/saluran air limbah domestic 

/rumah  tangga komunal/terpadu; 

p.   pemeliharaan/  penambahan jaringan/ saluran airminum; 
q. pemeliharaan gedung/bangunan fasilitas umum selain 

prasarana/tempat ibadah dan gapura yang tanah dan  bangunannya 
merupakan aset daerah; 

r.   pemeliharaan/penataan taman lingkungan;dan/atau; 
s.  pengadaaan tempat sampah, pot bunga bibit tanaman,  pupuk,  dan  

material lain   yang berdampak   pada   peningkatan   kualitas 

lingkungan serta  termasuk  dalam belanja habis pakai; 
 

(2) Pengadaan  ..................... 
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(2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan  sarana     

prasarana   transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)  
huruf b, meliputi: 
a.   jalan pemukiman dengan lebar tidak lebih  dari  3 (tiga) meter; 

b.   jalan poros Kelurahan; dan/atau 
c.   sarana prasarana transportasi lainnya. 

 
(3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan,dan pemeliharaan sarana      

prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)  huruf 

c, meliputi: 
a.  mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal; 

b.  pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu;dan/atau 
c.  sarana prasarana kesehatan lainnya. 

 
(4)  Pengadaan, pembangunan,pengembangan,  dan pemeliharaan  sarana   

prasarana  pendidikan   dan kebudayaan  sebagaimana dimaksud dalam  

Pasal 3 ayat (2) huruf d, meliputi: 
a.   taman bacaan masyarakat; 
b.   bangunan pendidikan anak usia dini; 

c.   wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; 
d.   punden; dan/atau 

e.   sarana  prasarana  pendidikan dan   kebudayaan lainnya. 
 

Pasal  5 
 
(1)  Kegiatan   pemberdayaan  masyarakat  di   Kelurahan sebagaimana  

dimaksud  dalam  Pasal   2   huruf b, digunakan   untuk    peningkatan     

kapasitas    dan kapabilitas   masyarakat    di     Kelurahan    dengan 
mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri. 

 
(2)  Kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  di   Kelurahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a.   pengelolaan    kegiatan     pelayanan      kesehatan masyarakat; 
b.  pengelolaan kegiatan pelayanan  pendidikan  dan kebudayaan; 

c.  pengelolaan    kegiatan    pengembangan     usaha mikro, kecil,  dan 
menengah; 

d.   pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan; 
e. pengelolaan  kegiatan  ketenteraman,   ketertiban umum, dan 

perlindungan masyarakat; dan/atau 

f.  penguatan  kesiapsiagaan masyarakat  dalam menghadapi bencana  
serta  kejadian  luar  biasa lainnya. 

 
Pasal  6 

 
(1) Pengelolaan kegiatan  pelayanan  kesehatan masyarakat  sebagaimana  

dimaksud  dalam  Pasal  5 ayat (2)  huruf a, meliputi: 
a.   pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat; 

b.   keluarga berencana; 
c.   pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau  

d.  kegiatan pengelolaan  pelayanan kesehatan masyarakat lainnya. 
 
(2) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan  sebagaimana  

dimaksud  dalam  Pasal 5 ayat (2)  huruf b, meliputi: 
a.   penyelenggaraan pelatihan kerja; 

b.   penyelengaraan kursus seni budaya; dan/ atau  
c.   selamatan kelurahan; dan/ atau 
d.  kegiatan pengelolaan pelayanan  pendidikan dan kebudayaan lainnya. 

 
(3) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil,  dan menengah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi: 
a.   penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/ atau 
b.  kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah 

lainnya. 
 
(4)  Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (2)  huruf d, meliputi: 
 

a.pelatihan ................ 
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a. pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan/atau 

b.  kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya. 
 
(5)  Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan 

masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)  huruf e, 
meliputi: 

a.  pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan/pos ronda; 
b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban 

Kelurahan;  dan/ atau 

c.   pengadaan radio  komunikasi/ handy talky; dan/atau 
d. kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum, dan 

perlindungan masyarakat lainnya. 
 
(6)  Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi  bencanaserta   

kejadian   luar   biasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5  ayat 
(2) huruf f, meliputi: 

a.   penyediaan layanan informasi tentang bencana; 
b.  pelatihan kesiapsiagaan masyarakat     dalam menghadapi bencana; 
c.   pelatihan tenaga sukarelawan untuk penangananbencana; 

d. edukasi manajemen dan/atauproteksi kebakaran; 
e.   penguatan  kesiapsiagaan  masyarakat  yang lainnya. 

 
Pasal 7 

 
(1)  Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana  Kelurahan dan 

pemberdayaan masyarakat  di Kelurahan   sebagaimana  dimaksud dalam  
Pasal  4   dan    Pasal  6   dilakukan   melalui musyawarah pembangunan 

Kelurahan. 
 
(2)  Dalam  hal terdapat    penambahan  dan/atau perubahan   kegiatan   

pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan 
masyarakat di Kelurahan sebagaimana  dimaksud pada ayat (1), dilakukan 

melalui musyawarah antara Lurah dengan lembaga  pemberdayaan 
masyarakat kelurahan. 

 
(3)  Musyawarah  sebagaimana dimaksud pada ayat  (2) dilaksanakan   untuk 

mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan/atau 

perubahan. 
 
(4)  Kesepakatan  sebagaimana dimaksud pada ayat  (3) dibuat  dalam  bentuk  

berita  acara   sebagaimana tercantum   dalam   Lampiran  I    yang   
merupakan bagian  tidak  terpisahkan  dari  Peraturan  Walikota mi. 

 
Pasal 8 

 
(1)  Kegiatan  sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   7 disusun    dalam   

dokumen   perencanaan  daerah sesuai   dengan   ketentuan   peraturan    
perundang- undangan. 

   
(2)  Pelaksanaan kegiatan  sebagaimana dimaksud  pada ayat (1)         

dilakukan     dengan    melimpahkan kewenangan    Walikota   kepada     

Camat    dengan Peraturan Walikota. 
 

BAB  III 
PENGANGGARAN 

 
Pasal 9 

 
(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD  untuk  

pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan 
masyarakat di Kelurahan. 

 
(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)  dimasukan ke  

dalam anggaran Kecamatan  pada bagian anggaran Kelurahan untuk 

dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 
 

 

 
 

Pasal 10 ................. 
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Pasal  10 
 
(1)  Berdasarkan dokumen perencanaan  daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8, Kecamatan menyusun Rencana  Kerja dan  Anggaran   sesuai 

dengan      sumber  pendanaan  masing-masing Kegiatan. 
 
(2)  Rencana  Kerja dan Anggaran Kecamatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat  ( 1)  disusun oleh Camat atas usul Lurah selaku Kuasa Pengguna 
Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
(3) Anggaran  Kegiatan  sebagaimana   dimaksud   pada ayat (2),  masing-

masing  dituangkan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran tersendiri. 
 

Pasal  11 
 

Besaran Alokasi Dana Kelurahan dari DAU Tambahan Tahun Anggaran 
2020 untuk Kota Parepare sebesar Rp8.052.000.000,00 (delapan milyar 
lima puluh dua juta rupiah). 

 
Pasal 12 

 
Dau Tambahan untuk Kota parepare memerlukan Bantuan Pendanaan 
Kelurahan per Kelurahan sebesar Rp8.052.000.000,00 (delapan milyar lima 

puluh dua juta rupiah). 
 

BAB  IV 

PELAKSANAAN ANGGARAN 
 

Pasal  13 
 
(1) Walikota menetapkan Lurah selaku KPA untuk melaksanakan  kegiatan 

pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan 

masyarakat di Kelurahan. 
 
(2) Lurah selaku KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk PPK 

Pembantu dan PPTK di Kelurahan. 
 
(3)  Walikota menetapkan Bendahara  Pengeluaran Pembantu di  Kelurahan 

berdasarkan usulan Lurah selaku KPA melalui BUD. 
 
(4) Dalam hal di Kelurahan belum tersedia aparatur sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1),  ayat (2),  dan ayat  (3),  Walikota  dapat  menetapkan pejabat  
lain yang    memenuhi    persyaratan     sesuai     dengan peraturan 

perundang-undangan. 
 

Pasal  14 
 

PPK Pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13  ayat 

(2) bertugas: 
a. meneliti kelengkapan SPP-LS  pengadaan barang dan jasa yang 

disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dan 

diketahui/disetujui oleh PPK; 
b.  meneliti kelengkapan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara 

Pengeluaran Pembantu; 
c.   melakukan verifikasi SPP; 

d.   menyiapkan SPM; dan 
e.   melakukan verifikasi harian atas penerimaan. 

 
BAB V 

PERAN SERTA MASYARAKAT 
 

Pasal  15 
 
(1) Pelaksanaan Anggaran untuk kegiatan pembangunan Sarana dan 

Prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan   
melibatkan    kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan. 

 
(2)  Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) meliputi: 

a.  lembaga   kemasyarakatan   yang  memiliki   ruangIingkup kerja di 

wilayah Kelurahan; dan/atau 

b.kelompok ....................... 



 

b.  kelompok masyarakat yang dibentuk untuk melaksanakan  kegiatan 

swakelola masyarakat, dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah 
 

Pasal  16 
 

Pengadaan barang dan  jasa  dalam  kegiatan pembangunan sarana  dan  

prasarana   Kelurahan   dan pemberdayaan  masyarakat  di  Kelurahan 
sesuai dengan ketentuan   peraturan   perundang-undangan dibidang 

pengadaan barang dan jasa. 
 

BAB VI 

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 
 

Pasal  17 
 
(1)  Penatausahaan kegiatan pembangunan sarana  dan prasarana   Kelurahan 

dan pemberdayaan masyarakat di  Kelurahan menggunakan mekanisme 

tambahan  uang  dan  mekanisme langsung  sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 
(2) Pelaporan keuangan  kegiatan pembangunan  sarana dan prasarana 

Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat  di Kelurahan  dilaksanakan  

oleh Kecamatan selaku entitas akuntansi. 
 
(3) Pengakuan belanja dan   beban  atas anggaran kegiatan pembangunan 

sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan  masyarakat di 
Kelurahan  berdasarkan  laporan pertanggungjawaban tambahan  uang  

dan  laporan pertaggung jawaban fungsional. 
 
(4)  Sisa anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana   Kelurahan   

dan pemberdayaan masyarakat di  Kelurahan  yang berada direkening 
Kelurahan menjadi SiLPA yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk 

Kegiatan tahun  anggaran selanjutnya. 
 

Pasal  18 
 
(1)  PPK Pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 

(2) dalam melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan 

sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di 
Kelurahan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas laporan 

pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran 
Pembantu kepada Kuasa Pengguna Anggaran. 

 
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : 
 a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan 

keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan; 

 b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek 
yang tercantum dalam ringkasan per rincian ojek; 

 c. menghitung pengenaan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penghasilan 
atas beban pengeluaran per rincian ojek; 

 d. menguji kebenaran sesuai SPM dan SP2D yang diterbitkan periode 
sebelumnya.  

 
(3) Laporan Pertanggungjawaban kegiatan pembangunan sarana dan 

prasarana Kelurahan  dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang 

bersumber dari  APBD sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1)  
disampaikan  kepada Camat setiap semester. 

 
(4) Format laporan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat(3)  sebagaimana 

tercantum  dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Walikota ini. 

 
(5)  Batas   waktu   penyampaian  laporan  sebagaimanadimaksud pada ayat 

(3), untuk: 
a. semester I disampaikan   paling  lama   minggu kedua bulan Juli; dan 
b. semester II  disampaikan   paling  lama  minggu kedua bulan Januari. 

 
(6) Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana 

dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan 

kepada Walikota melalui Camat. 
 

(7) Walikota ............... 
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(7)  Walikota menyampaikan  laporan   pelaksanaan kegiatan pembangunan 

sarana dan prasarana Kelurahan  dan   pemberdayaan  masyarakat  di 
Kelurahan kepada Menteri  melalui  Gubemur sebagai wakil  Pemerintah 

Pusat. 
 

BAB VII 

PEMBINAAN  DAN PENGAWASAN 
 

Pasal 19 
 
(1) Walikota melakukan  pembinaan dan  pengawasan terhadap  kegiatan 

pembangunan  sarana  dan prasarana Kelurahan  dan  pemberdayaan 

masyarakat di Kelurahan. 
 
(2)  Dalam  melakukan   pembinaan   dan   pengawasan, Walikota    dapat     

melimpahkan     kewenangannya kepada Camat. 
 
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya 

dibantu oleh lnspektorat Daerah. 
 
(4)  Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan. 
 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 20 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  Kota 
Parepare. 

 
                                                    Ditetapkan di Parepare      

  pada tanggal   11 Juni 2020 

  WALIKOTA PAREPARE,  

      
          ttd 

 
TAUFAN PAWE 

 
 
Diundangkan di Parepare 

pada tanggal 11 Juni 2020       

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE, 

 
    ttd 

 
IWAN ASAAD

BERITA DAERAH  KOTA PAREPARE TAHUN 2020 NOMOR 18 



 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH PEMBANGUNAN KELURAHAN  

TAHUN  2020 
 
 

Berkaitan  dengan Rencana pembangunan diwilayah Kelurahan ….…. 
Kecamatan ……….  Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan pada hari:

Hari dan Tanggal 
Jam 

Tempat 

...................... 20 .. 

........  s/d          WIB

 
Telah diselenggarakan Musyawarah Pembangunan  Kelurahan…….         . 

yang  dihadiri  oleh    Kepala  Kelurahan,   Unsur   LPMK,   RT/RW,   PKK, 
Karang Taruna,  dan Tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di 

Kelurahan, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir. 
Materi   atau  topik   yang  dibahas  dalam  musyawarah   ini   serta  yang 

bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah: 
A.   Materi atau Topika. b. c. 
B.   Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber 

Pemimpin Rapat  :  dari . 

Notulen                  

: 

 dari . 

Narasumber         

: 

1 dari . 
 2 dari . 
 3 dari . 

Setelah  dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi  atau topik  di   
atas  selanjutnya   seluruh  peserta  Musyawarah   Kelurahan, menyetujui 
serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan 

Akhir dari Musyawarah Kelurahan dalam rangka Menyusun Pembangunan 
Sarana dan Prasarana serta  Pemberdayaan masyarakat yaitu: 

1.                                                                                             
2.                                                       

3.                                                  
Keputusan  diambil secara musyawarah  mufakat.  Demikian berita acara 
ini dibuat dan  disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 

 
Mengetahui ; 

LURAH,               . 
 
 

 
..........................       Menyetujui  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PAREPARE 
NOMOR     : 18 Juni 2020 

TENTANG   
PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN 

BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN 
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Menyetui/Menyepakati Wakil  Kelompok Masyarakat 

 

    
   No 

  
Nama 

  
Alamat 

   
Tanda Tangan 

  
1. 

      
1

. 

 
1. ............... 

 

2. 

 

 

      

          2...........      

3.  

 

    

     

. 3................ 

 
 
 

 

4.  

 

   

 

           4........... 

 
 

 
WALIKOTA PAREPARE, 

 
         ttd 
 

TAUFAN PAWE 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 



 

 

 

 

 

 

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 

 
 

Kelurahan   : 
Kecamatan   : 

Semester   : 
Tahun Anggaran : 

 

NO  
UIUflAN 

OUTPUT  
(Rp) 

  

 

%CAPAIAN 
OUTPUT 

TENAGA 
KERJA 

(Orang) 

DURAS1 
(Hefi) 

UPAH 
(Rp) 

KET 
VOLUM 

E VOLUME SATUAN (Rp) % (Rp) % 

    (5) (6) (T)(6)/(5) (8) (9)-(8)/(5) (10) /J1) (12) (13) (J4) 

1. A. Pembangunan 
Sarana dan 

Prasarana Kelurahan 

            

 1. Kegiatan...   
 

          

 2. Kegiatan. ..  
 

           

 3. Dst...             

 B. Peningkatan 
prasarana dan sarana 

lingkungan 
kelurahan 

            

 1. Kegiatan...             

 2. Kegiatan...             

 3. Dst...             

 
 

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PAREPARE 
NOMOR     : 18 Juni 2020 

TENTANG   
PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN 

BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN 

c. Pemberdayaan ............................. 
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 C . Pemberdayaan 

Masyarakat 
diKelurahan 

            

 1. Kegiatan...             

 2. Kegiatan...             

 3. Dst...             

 Jumlah Total             

 

 
 

 
 

 
 
 WALIKOTA PAREPARE, 

 
ttd 

 
 TAUFAN PAWE 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



Halaman2dari18hlm.... 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

WALIKOTA PAREPARE, 
 
       ttd 

 
TAUFAN PAWE 

 
t

t
d 

 

 TAUFAN PAWE 
 


